Bab Vv

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya,

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Bahwa dalam rangka pemenuhan hak Kemerdekaan Pers penyiaran
persidangan secara langsung di televisi, Pers sebagai wahana komunikasi
massa dijamin haknya oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang
Pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan
informasi salah satunya adalah dengan menyiarkan persidangan secara
langsung dengan berbagai media. Kemerdekaan Pers sendiri bukan
kemerdekaan yang sebebas-bebasnya melainkan dibatasi dengan aturan-
aturan yang berlaku, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang telah menyatakan bahwa
anak bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan
usia dan perkembangan anak, dikaitkan dengan hak kemerdekaan pers
dalam menyiarkan penyiaran persidangan secara langsung dan terus
menerus,jelas belum memperhatikan hak anak dalam memperoleh
informasi karena materi-materi dalam proses persidangan berdasarkan
contoh kasus yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini yaitu
proses penyiaran persidangan Jessica Wongso yang sarat akan kata-kata
kasar yang terucap selama proses persidangan yang tidak sesuai tumbuh

kembang anak sebagai penonton

Fungsi Dewan Pers melalui penetapan dan pengawasan Kode Etik
wartawan dalam tugasnya mencari informasi yang benar untuk memenuhi
hak publik untuk memperoleh informasi yang benar terkait dengan
perlindungan atas hak anak dalam menerima informasi yang sesuai dengan

tumbuh kembangnya belum memberikan perlindungan kepada anak secara
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maksimal berkaitan dengan anak sebagai penerima informasi yaitu pada
saat menyaksikan penyiaran persidangan secara langsung, yang tercermin
pada dilanggarnya kriteria-kriteria dalam upaya perlindungan atas anak
melalui Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dengan tidak memberikan
klasifikasi program siaran pada penyiaran persidangan yang disiarkan
secara langsung serta dilanggarnya Standar Program Siaran (SPS) tentang
waktu siaran yang ditujukan kepada anak namun diisi dengan materi
tayangan yang tidak sesuai dengan tumbuh kembang anak. Komisi
Penyiaran Indonesia (KPI) melalui Pedoman Perilaku Penyiaran dan
Standar Program Siaran (P3SPS) telah memberikan klasifikasi atas materi
isi siaran sebagai bentuk perlindungan bagi anak untuk mendapat
informasi yang sesuai dengan tumbuh kembang anak, namun terdapat
ketidaktegasan lembaga penyiaran untuk menaati klasifikasi yang telah
ditentukan oleh KPI melalui P3SPS sehingga mengakibatkan anak
menerima informasi yang tidak sesuai dengan tumbuh kembangnya
meskipun anak sudah menonton pada waktu yang sudah disesuaikan

dengan klasifikasi isi siaran oleh KPI. .

5.2 Saran

Dari Hasil analisis dan kesimpulan yang diambil dari penelitian ini, maka

penulis memberikan saran sebagai berikut:

1.

Proses Persidangan secara langsung yang disiarkan melalui lembaga
penyiaran merupakan hal yang mencerminkan kemerdekaan pers yang
diiringi oleh perkembangan teknologi dan diperlukan agar masyarakat
mengetahui proses persidangan yang diharapkan menghasilkan putusan
yang adil. Namun perlu diberikan penekanan kepada penonton dalam hal
ini anak-anak yang ikut menonton penyiaran persidangan tersebut,
sehingga perlu diberikan batasan-batasan mengenai tahapan persidangan
apa saja yang layak untuk ditayangkan berkaitan dengan hak anak untuk
menerima informasi yang sesuai dengan tumbuh kembangya tanpa
mengurangi rasa keadilan yang ingin dicapai melalui penyiaran

persidangan secara langsung
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2. Dewan Pers melalui Kode Etik Jurnalistik telah memberikan pedoman
bagi wartawan untuk membuat berita, sebagai bentuk perlindungan kepada
anak pun telah di bentuk Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
(PPRA),namun dalam pedoman tersebut hanya mengatur mengenai
pemberitaan ramah anak atas posisi anak sebagai subjek, maka saran
penulis adalah untuk memberikan perlindungan bagi anak sebagai
penerima informasi agar setiap berita yang dimuat oleh wartawan selain
memperhatikan anak sebagai subjek pemberitaan juga memberi
perlindungan bagi anak dalam menerima informasi yang sesuai dengan
tumbuh kembangnya. Bagi KPI penulis memberi saran agar dapat
memberikan ketegasan pada lembaga penyiaran yang melanggar P3SPS
berupa sanksi berat apabila lembaga penyiaran tidak memperbaiki isi

siaran setelah mendapat perhatian dari KPL
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